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ABSTRAK

Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara menyebutkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi seorang menteri, Syarat utama
yang harus dipenuhi yakni merupakan seorang Warga Negara Indonesia. Arcandra Tahar
memiliki kewarganegaraan ganda pada saat diangkat sebagai Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) oleh Presiden Republik Indonesia, kemudian pada 15 Agustus 2016
diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri ESDM. Oleh karena itu,
perlu dikaji lebih jauh apakah Presiden Republik Indonesia dalam menggunakan hak
prerogatifnya telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum.

Permasalahan dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian
kepustakaan, dan merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum
normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data
sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-
normatif, yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui
berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada asas-asas dan norma hukum yang ada
pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan jabatan
publik menteri, untuk kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Setelah dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
pengangkatan Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM dapat dikatakan tidak sesuai dengan
apa yang telah diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara. Mengenai pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri
ESDM sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya,
pengangkatan kembali Arcandra Tahar menjadi Wakil Menteri ESDM tidaklah
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan posisi wakil menteri
pun telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Kewarganegaraan, Hak Prerogatif Presiden, Pejabat Publik Menteri.
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MOTTO

Where there’s a will, there’s a way

(if you are determined enough, you can find a way to achieve what you want, even
if it is very difficult)

The Old English Proverb
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan
hukum dasar yang terbentuk sebagai hasil dari konsensus Warga Negara
Indonesia mengenai norma dasar (grundnorm) dan aturan dasar (grundgesetze)
dalam kehidupan bernegara.* Konsensus yang dimaksud yakni menyangkut tujuan
dan cita-cita bersama the rule of law yang kemudian dijadikan sebagai landasan
penyelenggaraan negara, serta bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan di
Indonesia, termasuk juga mengenai hubungan antara negara dan warga negara.
Diketahui bahwa warga negara merupakan salah satu unsur pokok suatu negara,?
sehingga perlu adanya pengaturan hukum mengenai warga negara tersebut.

Pengaturan mengenai hubungan antara negara dan warga negara diatur
dalam Bab X Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, kemudian mengenai kewarganegaraan diatur secara rinci dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik

Indonesia, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kewarganegaraan adalah

! Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Cetakan ke-3, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI,
2013), him. 4.

2 Kurnawi Basyir, dkk, Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan), Cetakan ke-1,
(Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), him. 53.



segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara,® sedangkan warga
negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.* Selanjutnya, yang dimaksud dengan Warga Negara
Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain
yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.’

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa ada perbedaan
antara warga negara dan kewarganegaraan. Secara ringkas, warga negara
merupakan anggota dari suatu negara yang mengikatkan dirinya kepada negara
tersebut, kemudian kewarganegaraanlah yang menjadi bentuk hubungan (ikatan)
antara warga negara dan negaranya. Hal ihwal yang berhubungan dengan warga
negara sebagaimana yang disebutkan dalam pengertian kewarganegaraan
sebelumnya, yakni berupa identitas, hak, kewajiban, peran serta atau partisipasi,
dan kepemilikan nilai sosial bersama.®

Status kewarganegaraan seseorang menimbulkan hubungan timbal balik
yang sangat erat antara warga negara dan negaranya.” Hubungan tersebut dapat

terlihat dari adanya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap

% Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia.

4 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia.

5 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia.

® Winarno Narmoatmojo, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi,
(Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), him. 30.

" A. Ubaedillah, Abdul Rozak, dkk, Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi,
Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani, Cetakan ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2010), him. 93.



warga negaranya, dan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki setiap warga
negara terhadap negaranya. Salah satu hak dari Warga Negara Indonesia yakni
untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan atau yang sering disebut dengan
jabatan publik. Pengertian dari jabatan publik dapat dikaitkan dengan pejabat
negara ataupun pejabat pemerintahan. Pengertian dari pejabat negara adalah
pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksudkan
dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh
Undang-Undang.® Artinya, seorang pejabat negara merupakan orang yang sedang
menduduki jabatan publik.

Menteri dan jabatan setingkat menteri merupakan salah satu yang termasuk
sebagai pejabat negara yang menduduki jabatan publik.® Menteri bertugas sebagai
pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahan, sehingga pengangkatan dan
pemberhentian para menteri menjadi kewenangan dan hak prerogatif presiden.”
Dengan hak prerogatif ini, presiden diberi kewenangan sepenuhnya untuk
menentukan sendiri masalah-masalah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan
tugasnya di bidang pemerintahan tanpa harus konsultasi dengan lembaga negara
lainnya.'* Meskipun pengangkatan dan pemberhentian menteri menjadi hak

prerogatif presiden, untuk mekanisme pengisian jabatan menteri harus tetap

8 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian.

® Pasal 122 huruf j Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
10 pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1 Ni’matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika
Perubahan UUD 1945, Cetakan ke-2, (Yogyakarta: FH Ull PRESS, 2004), him. 120.



dilakukan sesuai dengan tata cara atau prosedur yang telah diatur oleh peraturan
perundang-undangan.

Pengangkatan Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) yang merupakan bagian dari Kabinet Kerja Periode 2014-2019
pada 27 Juli 2016 juga harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur
yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Jabatan Menteri
ESDM tersebut dipercayakan kepada Arcandra Tahar berdasarkan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian
Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode 2014-2019,? tetapi jabatan
Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM tersebut hanya berlangsung selama dua
puluh hari. Pada 15 Agustus 2016, Presiden Republik Indonesia resmi
memberhentikan dengan hormat Menteri ESDM Arcandra Tahar,®® karena
terbukti memiliki dua kewarganegaraan yakni kewarganegaraan Amerika Serikat
dan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia tidak mengakui adanya asas apatride (tidak memiliki kewarganegaraan)
dan bipatride (memiliki dua kewarganegaraan). Adapun kewarganegaraan ganda
terbatas hanya berlaku untuk anak-anak hasil perkawinan campuran yang berusia

di bawah delapan belas tahun.}* Status kewarganegaraan Amerika yang dimiliki

12 Syjatmiko, “Siaran Pers Nomor: 00085.Pers/SJI1/04/2016 Serah Terima Jabatan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral,” http://www.esdm.go.id/siaran-pers/55-siaran-pers/8614-
serah-terima-jabatan-menteri-esdm.html, diakses pada 21 Oktober 2016.

13 Humas Kemensetneg, “Presiden Jokowi Berhentikan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral,” http://www.setneg.go.id/, diakses pada 21 Oktober 2016.

14 pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia.



oleh Arcandra Tahar, mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan Indonesia yang
dimiliki sebelumnya. Sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Pasal 23
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia yang menyatakan bahwa apabila seseorang memperoleh
kewarganegaraan lain dengan kemauan sendiri, maka ia akan kehilangan
kewarganegaraan Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, mengenai kehilangan
kewarganegaraan Indonesia juga diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan,
dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Seorang menteri yang diangkat oleh presiden haruslah seseorang yang
memiliki integritas dan kepribadian yang baik, juga memiliki kompetensi di
bidang tugas kementerian, pengalaman kepemimpinan, dan sanggup bekerjasama
sebagai pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahan.*® Menteri bukanlah
orang atau pejabat sembarangan, oleh karena itu, untuk dipilih menjadi menteri
hendaklah sungguh-sungguh dipertimbangkan bahwa ia akan dapat diharapkan
bekerja sebagai pemimpin pemerintahan eksekutif di bidangnya masing-masing
secara efektif untuk melayani kebutuhan rakyat akan pemerintahan yang baik.

Syarat utama seseorang untuk menjadi pejabat negara yang menduduki
jabatan publik adalah merupakan Warga Negara Indonesia, termasuk juga jabatan
menteri. Hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyebutkan bahwa

15 Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

16 Jimly Asshiddigie, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,
Cetakan Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 148.



untuk dapat diangkat menjadi seorang menteri, syarat utama yang harus dipenuhi
yakni merupakan seorang Warga Negara Indonesia.

Alasan Arcandra Tahar diangkat menjadi Menteri ESDM oleh Presiden
Republik Indonesia adalah karena Arcandra merupakan seorang ahli di bidang
energi dan sumber daya mineral, yang dapat dilihat dari pengalamannya selama
empat belas tahun dalam bidang hidrodinamika dan rekayasa lepas pantai
(offshore) di Amerika. Presiden menilai Arcandra memiliki kualifikasi
internasional di bidang energi dan sumber daya mineral, serta memiliki keinginan
untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, sehingga presiden pun
mengangkat Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM. Hal tersebut sesuai dengan
pernyataan bahwa seseorang dipilih dan diangkat oleh presiden untuk menduduki
jabatan menteri harus didasarkan pada kriteria kecakapannya bekerja, bukan
karena pertimbangan jasa politiknya ataupun imbalan terhadap dukungan
kelompok atau partai politik terhadap presiden.

Keputusan presiden untuk memilih Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM
berdasarkan Kkriteria seorang menteri yang berintegritas, tentu sudah benar, tetapi
ada syarat utama selain hal tersebut yakni syarat bahwa seorang yang akan
diangkat menjadi menteri haruslah seorang Warga Negara Indonesia. Syarat
utama yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan harus tetap
diperhatikan dan ditaati, sehingga untuk memilih dan mengangkat seorang
menteri haruslah dengan pertimbangan yang bijak dan sesuai dengan prosedur

yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.



Telah disebutkan sebelumnya bahwa, oleh karena adanya kewarganegaraan
ganda yang dimiliki Menteri ESDM Arcandra Tahar, Presiden Republik Indonesia
memberhentikannya dari jabatan Menteri ESDM pada 15 Agustus 2016.
Diketahui sebelumnya, pada 12 Agustus 2016, Arcandra Tahar mengajukan
kehilangan kewarganegaraan (Certificate of Loss of Nasionality) ke Kedutaan
Besar Amerika Serikat, kemudian pada 15 Agustus 2016 pemerintah Amerika
Serikat mengeluarkan surat persetujuan pencabutan kewarganegaraan Arcandra
sebagai Warga Negara Amerika Serikat. Setelah itu, disahkan oleh Departement
State of United State dan surat USA Embassy pada 31 Agustus 2016, meskipun
demikian, tetap saja untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia,
harus melalui prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan
Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam waktu yang cukup singkat, yakni beberapa hari kemudian, Arcandra
Tahar telah memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Pada 1 September
2016, Menkumham mengukuhkan kembali status kewarganegaraan Indonesia
pada Arcandra Tahar melalui SK Menkumham Nomor AHU-1 AH.10.01 Tahun
2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Nama Arcandra, dengan
alasan untuk mencegah stateless pada Arcandra Tahar. Hanya dalam jangka waktu
satu hari setelah Arcandra kehilangan  kewarganegaraan = Amerika,
kewarganegaraan Indonesia pun langsung diberikan kepada Arcandra Tahar.
Bahkan dalam waktu yang singkat pula, Arcandra Tahar diangkat kembali oleh

presiden untuk menjadi Wakil Menteri ESDM yakni pada 14 Oktober 2016.



Mengacu pada yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2007, setidaknya dibutuhkan waktu sekitar 244 hari atau hampir sembilan
bulan untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia, bagi seseorang
yang kehilangan kewarganegaraan Indonesianya,!’ terlebih untuk kembali
menduduki jabatan publik sebagai wakil menteri dalam waktu yang dapat
dikatakan sangat singkat. Hal tersebutlah yang menjadi pertanyaan banyak
kalangan, apakah yang dilakukan oleh Menkumham tersebut sesuai dengan apa
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 yang mengatur
mengenai prosedur untuk perolehan kembali kewarganegaraan Indonesia, atau
bahkan bertentangan dengan peraturan tersebut. Pengangkatan kembali Arcandra
Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM oleh Presiden Republik Indonesia pun
menjadi perhatian publik, serta dibutuhkan penjelasan yang tepat mengenai
tindakan presiden tersebut, apakah telah sesuai dengan peraturan yang ada, atau
bahkan bertentangan dengan peraturan yang ada.

Oleh karena adanya beberapa alasan di atas, penyusun memandang perlu
adanya penelitian hukum agar dapat mengidentifikasi mengenai seberapa
pentingnya status jabatan menteri dan juga status kewarganegaraan dalam proses
seseorang menjadi seorang pejabat publik, dalam hal ini adalah menteri, kemudian
dijelaskan pula bagaimana mekanisme yang seharusnya dilaksanakan oleh
presiden dalam penunjukkan dan pengangkatan seseorang untuk menduduki

jabatan menteri. Penelitian yang dilakukan dituangkan dalam penelitian yang

17 Hasyry Agustin, “Arcandra Dicopot dari Menteri, Pakar: Indonesia Tak Kenal Dwi
Kewarganegaraan, Polemik Kewarganegaraan Arcandra Tahar Merupakan Bukti Betapa Buruknya
Administrasi Pemerintahan,” http://www.hukumonline.com/, diakses pada 8 November 2016.



berjudul “Kedudukan Status Kewarganegaraan dalam Jabatan Publik (Studi Kasus

Arcandra Tahar).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, secara khusus rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah:
Apakah pengangkatan Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM, pemberhentian
dari Menteri ESDM, dan pengangkatan kembali sebagai Wakil Menteri ESDM
yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia telah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan status kewarganegaraan
dalam pengisian jabatan publik, sehingga dapat diketahui seberapa
pentingnya status kewarganegaraan yang dimiliki seseorang terhadap
haknya untuk menduduki jabatan publik.

b. Untuk mengetahui apakah pengangkatan Menteri ESDM Archandra
Tahar, pemberhentian dari Menteri ESDM, dan pengangkatan kembali
sebagai Wakil Menteri ESDM yang dilakukan oleh Presiden Republik
Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

ada, sehingga dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan
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yang telah ada tersebut, telah diimplementasikan dengan baik atau
belum.
2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini terdiri dari

dua aspek, yakni:

a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi
pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta
menambah referensi keilmuan di bidang hukum, khususnya hukum tata
negara.

b. Secara praktis, dapat menjadi pertimbangan hukum bagi pemerintah
khususnya presiden dalam menentukan para menterinya. Untuk
masyarakat, diharapkan dapat mengerti seberapa penting kedudukan

suatu status kewarganegaraan itu.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai kewarganegaraan
sebagai bagian dari ketatanegaraan Indonesia, ditemukan beberapa tulisan yang
membahas mengenai masalah kewarganegaraan yakni sebagai berikut:

Karya pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Tri Ratna Anggraini,
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang berjudul “Perlindungan

Hukum Terhadap Perempuan di Bidang Kewarganegaraan Menurut Undang-
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Undang No. 12 Tahun 2006 di Yogyakarta.”'® Penelitian tersebut membahas
mengenai apakah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia itu memberi jaminan perlindungan hukum
terhadap perempuan atau tidak, ditinjau dari pendekatan yuridis normatif,
kemudian diperoleh simpulan bahwa menurut penelitiannya, Undang-Undang
Kewarganegaraan telah memberikan perlindungan hukum bagi perempuan.

Karya tulis selanjutnya yakni penelitian yang ditulis oleh Kus Winarno,
Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang berjudul
“Aspek Hukum Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang
Lahir Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.”*® Penelitian ini mengkaji
mengenai pemberian izin keimigrasian bagi anak dari hasil perkawinan campuran
atau anak eks kewarganegaraan ganda terbatas, terhadap asas-asas dan norma
hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan
dengan keimigrasian. Simpulan penelitian yang diperoleh yakni ketentuan
keimigrasian yang berlaku saat ini baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Keputusan Menteri Kehakiman maupun Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal
Imigrasi belum mencantumkan anak eks kewarganegaraan ganda terbatas sebagai

subyek pemegang Izin Tinggal Terbatas maupun lIzin Tinggal Tetap.

8Tri Ratna Anggaraini, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan di Bidang
Kewarganegaraan Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 di Yogyakarta,” Skripsi
Universitas Atmajaya (2009).

19 Kus Winarno, “Aspek Hukum Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan
Campuran yang Lahir Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,” Tesis Universitas Sumatera Utara (2010).
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Karya lainnya yakni jurnal yang ditulis oleh Amalia Diamantina, Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro yang berjudul “Politik Hukum Kewarganegaraan
Indonesia dalam Menjamin Hak Kewarganegaraan Perempuan.”?° Jurnal tersebut
membahas mengenai bagaimana politik hukum kewarganegaraan Republik
Indonesia dalam mengakomodasikan hak kewarganegaraan perempuan. Diperoleh
simpulan bahwa pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang disusun
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
dimaksudkan untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dalam
pengaturan kewarganegaraan masih terdapat nuansa diskriminatif yaitu terhadap
status kewarganegaraan perempuan dalam perkawinan campuran.

Imam Choirul Muttaqin dengan tesisnya yang berjudul “Kewarganegaraan
Ganda Terbatas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”?! Penelitian tersebut
bertujuan untuk mengetahui latar belakang penerapan asas kewarganegaraan
ganda terbatas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia, kemudian mengkaji dengan pendekatan
normatif untuk mengetahui apakah penerapan kewarganegaraan ganda terbatas
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia itu sudah memenuhi aspek perlindungan hak asasi manusia

bagi warga negara atau belum.

DAmalia Diamantina, “Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam Menjamin Hak
Kewarganegaraan Perempuan,” Jurnal Masalah-Masalah Hukum, No. 1, VVol. 43 (Januari 2014).

2L Imam Choirul Muttagin, “Kewarganegaraan Ganda Terbatas dalam Perspektif Hak Asasi
Manusia,” Tesis Universitas Indonesia (2011).
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Selanjutnya, artikel yang ditulis oleh Harris Y. P. Sibuea yang berjudul
“Wacana Penerapan Kewarganegaraan Ganda di Indonesia.””?® Tulisan tersebut
mengkaji mengenai wacana penerapan status kewarganegaraan ganda di Indonesia
dari perspektif hukum berdasarkan adanya permasalahan kewarganegaraan ganda
yang dialami oleh Arcandra Tahar dan Gloria N. Hamel, kemudian pada akhir
tulisan dijelaskan bahwa untuk permasalahan kewarganegaraan ganda, saat ini
cukup dengan kebijakan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu hanya dimungkinkan
untuk anak yang berumur di bawah delapan belas tahun.

Berdasarkan beberapa karya yang telah dipaparkan di atas, diketahui bahwa
telah banyak literatur yang membahas mengenai permasalahan kewarganegaraan
terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia, namun, belum pernah ada karya ilmiah yang membahas
mengenai permasalahan kewarganegaraan serta kedudukannya dalam jabatan
publik, sehingga hal tersebutlah yang menjadi perbedaan permasalahan yang

diangkat oleh penyusun terhadap karya-karya yang telah dipaparkan sebelumnya.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik merupakan pisau analisis atau pisau bedah yang
digunakan dalam sebuah karya tulis. Sejalan dengan hal tersebut, untuk
memecahkan persoalan sekaligus menjawab pokok masalah yang ada, penyusun

menggunakan beberapa teori yaitu:

22Harris Y. P. Sibuea, “Wacana Penerapan Kewarganegaraan Ganda di Indonesia,” Majalah
Info Singkat Hukum, No. 16, VVol. VIII (Agustus 2016).
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1. Negara Hukum

Teori atau konsepsi negara hukum dalam setiap bangsa tentu berbeda-
beda dan bersifat subyektif. Tidak ada konsepsi negara hukum yang bersifat
universal dan berlaku sepanjang masa. Negara hukum merupakan ide yang
terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Negara
hukum menurut M. C. Burkens didefinisikan sebagai negara yang
menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan
kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan
hukum,? sehingga dapat dilihat betapa penting kedudukan hukum dalam suatu
negara hukum, karena hukum berfungsi sebagai dasar kekuasaan negara, dan
sebagai pedoman penyelenggaraan kekuasaan negara.

Dalam negara hukum, kekuasaan penguasa yang dalam hal ini adalah
pemerintah tentu dibatasi oleh hukum yang disepakati dan berlaku, sehingga
pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Pembatasan kekuasaan
pemerintah oleh hukum akan berdampak positif terhadap hak-hak rakyat atau
warga negara.’* Jika kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum, pemerintah
dengan sendirinya tidak dapat bertindak sewenang-wenang, sehingga
pengakuan dan perlindungan hak-hak rakyat akan terwujud. Dapat dikatakan
bahwa dalam negara hukum, hubungan antara yang memerintah dan yang

diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma

3 Azhary, Negara Hukum, Analisis Yuridis dan Normatif tentang Unsur-Unsurnya,
(Jakarta: Ul Press, 1995), him. 23.

2 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), Cetakan ke-1, (Bandung: PT
Refika Aditama, 2009), him. 3.
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objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah.”® Negara hukum
menghendaki adanya pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah dan
tindakan warga negara, sehingga baik pemerintah maupun warga negara harus
tunduk kepada hukum.

Dalam penyelenggaraan kekuasaan dalam negara hukum, ada dua hal
yang harus diperhatikan yakni pertama, jika segala bentuk penyelenggaraan
kekuasaan yang berdasarkan atas hukum, artinya setiap tindakan pemerintah
harus didasarkan pada ketentuan hukum yang sudah mengaturnya terlebih
dahulu, dikenal dengan asas legalitas. Asas legalitas dimaksudkan untuk
memberikan kepastian hukum sekaligus membatasi kekuasaan pemerintah,
sehingga pemerintah tidak dapat bertindak jika tidak ada dasar hukumnya.
Kedua, kekuasaan yang berdasarkan atas hukum berarti bahwa hukum sebagai
pedoman terhadap cara-cara penyelenggaraan kekuasaan negara. Kekuasaan
yang dimiliki pemerintah tidak dapat diselenggarakan dengan cara-cara yang
tidak berpedoman kepada aturan hukum yang telah ada dalam peraturan
perundang-undangan.?® Hukum mengatur prosedur atau tata cara yang harus
dilakukan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

2. Kewarganegaraan Tunggal

Kewarganegaraan merupakan status pribadi yang perolehan dan

pelepasannya diatur oleh hukum nasional dan hukum internasional. Seseorang

yang memiliki status kewarganegaraan suatu negara, berarti memiliki

% Franz Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern,
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), him. 38.

% Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), him. 50.
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kesetiaan kepada negara tersebut dan berhak atas perlindungan negara. Hal
tersebutlah yang membedakan antara warga negara dengan warga asing.
Warga negara akan tetap tunduk kepada kekuasaan negaranya meskipun ia
tidak tinggal di dalam teritorialnya. Mengenai perolehan dan kehilangan status
kewarganegaraan seseorang, tentu telah diatur oleh tatanan hukum nasional.

Tatanan hukum nasional menjadikan status kewarganegaraan sebagai
kondisi dari hak dan kewajiban tertentu bagi warga negara terhadap
negaranya, dan juga sebaliknya. Dalam hukum nasional Indonesia,
kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Asas yang digunakan dalam
Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia adalah asas kewarganegaraan
tunggal, yakni seseorang hanya memiliki satu kewarganegaraan saja, tidak
dikenal adanya kewarganegaraan ganda ataupun tanpa kewarganegaraan.
Konsep Pengisian Jabatan Menteri

Menteri negara merupakan pembantu presiden yang memimpin
kementerian yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Mengenai
pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan kewenangan presiden
dan telah diatur dalam Bab V Pasal 22-24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2008 tentang Kementerian Negara. Disebutkan bahwa seseorang dapat
diangkat menjadi menteri dengan beberapa persyaratan berikut:?’

a. Merupakan Warga Negara Indonesia;
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

27 pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
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c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi
kemerdekaan;

d. Sehat jasmani dan rohani;

Memiliki integritas dan kepribadian yang baik;

f. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

@

Mekanisme pemilihan dan seleksi serta penentuan kriteria atas calon
menteri merupakan hak prerogatif presiden. Presiden mempunyai hak
prerogatif untuk menunjuk siapapun sebagai calon menteri dengan caranya
sendiri agar yang bersangkutan dapat bekerja sama dengan presiden sebagai
menteri yang tergabung dalam kabinet. Namun secara de facto, presiden
bukanlah aktor tunggal yang menentukan seluruh proses penyusunan kabinet.
Penyusunan kabinet dimulai dari pembahasan visi dan misi pemerintah,
selanjutnya ditentukan sasaran-sasaran pencapaian dalam jangka waktu lima
tahun mendatang di berbagai sektor, kemudian mulai menyusun struktur
kabinet dan menetapkan para menterinya.?

Idealnya, mekanisme pemilihan menteri mengandalkan pertimbangan
meritokrasi. Prinsip meritokrasi mengutamakan aspek integritas, kredibilitas,
profesionalitas, kapabilitas dan rekam jejak, kemudian mekanisme tersebut
harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sehingga rakyat dapat
mengetahui jalannya penunjukan para menteri tersebut mulai dari proses awal
termasuk alasan penetapannya dengan berpedoman pada mekanisme yang

dapat dipertanggungjawabkan.

2 Anonim, “Presiden SBY: Pemilihan Menteri Berjalan Transparan dan Akuntabel,”
http://www.kompas.com/, diakses pada 1 November 2016.
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Sebelum menunjuk seseorang untuk menjadi menteri, presiden
hendaklah melakukan uji kelayakan dan kepantasan (fit and proper test) yang
dilakukan secara cermat. Untuk menentukan seseorang agar dapat diangkat
menjadi seorang menteri, harus memperhatikan beberapa hal yakni seseorang
tersebut harus berintegritas, kompeten, dan memiliki rekam jejak (track
record) yang teruji. Nama-nama calon menteri diperiksa rekam jejak,
kompetensi dan integritasnya dengan metode mengumpulkan sebanyak
mungkin informasi dari berbagai sumber. Sumber-sumber informasi tersebut
juga harus diseleksi, bahkan perlu untuk dilakukan cross check untuk menekan
distorsi dalam proses seleksi. Melalui mekanisme rekrutmen yang selektif
tersebut, diharapkan dapat menghasilkan sosok menteri yang unggul. kredibel

dan kapabel.

F. Metode Penelitian
Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan
tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan,?® tujuannya
agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam
penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait

seperti yang disebutkan di bawah ini:

1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research)

dalam penyusunan skripsi ini, dengan cara membaca dan mempelajari

2% Bambang Waluyo, Penelitian dalam Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika. 1996), him. 17.
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sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, website internet untuk mendapatkan
kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum
normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan
pustaka baik data primer maupun data sekunder.3® Dalam hal ini, adalah
untuk mencari data tentang masalah kewarganegaraan dan kedudukannya
dalam jabatan publik. Telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu
masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan Kkritis dan
mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-
normatif, yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara
sistematis melalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada
norma-norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan kewarganegaraan dan jabatan publik menteri, untuk
kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dapat
dipertanggungjawabkan.
3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber
sekunder. Sumber primer merupakan sumber utama dalam penelitian, yang
dimaksud sumber primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,

30 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), him. 13.
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan
Keputusan Presiden Nomor 83/P tentang Penggantian Beberapa Menteri
Negara Kabinet Kerja Periode 2014-2019. Sumber sekunder merupakan
sumber penunjang dari sumber primer. Dalam penelitian ini, yang menjadi
sumber sekunder adalah tulisan-tulisan ilmiah, buku, makalah, artikel serta
hal lain yang mendukung penulisan ini.
4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan proses, prosedur atau cara yang
digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. Metode
pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini adalah dengan studi
pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan pencarian data dan informasi
melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis ataupun dokumen

elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “Kedudukan Status Kewarganegaraan
dalam Jabatan Publik (Studi Kasus Arcandra Tahar)” sistematika penulisan yang
digunakan dan tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau
kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan

dilakukan oleh penyusun.
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Pada bab kedua, akan dipaparkan mengenai kewarganegaraan, pengertian
kewarganegaraan dan warga negara, konsep kewarganegaraan di Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia, mulai dari pengertian hingga perkembangan dan
pengaturannya di Indonesia.

Bab ketiga merupakan bab yang berisi uraian tinjauan umum mengenai
jabatan publik, jabatan menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2008 tentang Kementerian Negara Republik Indonesia, kewenangan prerogatif
presiden, serta konsep dan mekanisme pengisian jabatan publik menteri di
Indonesia.

Bab keempat berisi analisis data dan pembahasan. Analisis data dan
pembahasan akan mengacu pada teori-teori yang telah dipaparkan pada bab
sebelumnya.

Bab kelima merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas

penulisan skripsi ini.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dikemukakan pada bab pembahasan
sebelumnya, dapat diambil simpulan bahwa pengangkatan Arcandra Tahar
sebagai Menteri ESDM dapat dikatakan tidak sesuai dengan apa yang telah diatur
dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara, karena syarat utama untuk dapat diangkat menjadi Menteri
Negara adalah seorang yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia. Mengenai
pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM sudah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena setelah diketahui bahwa
Arcandra Tahar memiliki kewarganegaraan ganda, langkah tepat yang dilakukan
Presiden Republik Indonesia adalah memberhentikan dengan hormat Arcandra
Tahar sebagai Menteri ESDM. Selanjutnya, pengangkatan kembali Arcandra
Tahar menjadi Wakil Menteri ESDM tidaklah bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang ada, baik mulai dari Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara. Posisi wakil menteri pun telah dijamin oleh

peraturan perundang-undangan.

B. Saran
1. Presiden Republik Indonesia dalam mengangkat dan memberhentikan para

menteri harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati dan disesuaikan
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dengan pengaturan yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan.
Pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri jangan hanya
didasarkan pada pertimbangan politis semata, tetapi juga disesuaikan
seluruh persyaratan yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan asas-asas umum
pemerintahan yang baik.

Perlu adanya pengaturan yang rinci yang dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan mengenai prosedur yang sebaiknya dilakukan dalam
proses pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri oleh Presiden
Republik Indonesia.

Pemerintah seharusnya melakukan perbaikan sistem pada beberapa sektor,
salah satunya sektor keimigrasian, agar setiap orang yang melakukan
naturalisasi untuk menjadi warga negara lain, dapat diketahui dan terdata,
sehingga tidak ada lagi orang yang memiliki paspor atau kewarganegaraan
ganda.

Untuk menjamin suatu kepastian hukum, sebaiknya pengaturan mengenai
kehilangan dan perolehan kembali kewarganegaraan Republik Indonesia
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2007 harus lebih ditegaskan dan dibuat agar lebih rinci.
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